
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERU BAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTU~N UNIT 

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dengan berlakunya Peratur811 Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentu kan dan 
Susunan Perangkat Daerah, perlu mengubah kedudukan 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tertuang 
dalam Peraturan Bupa ti Tasikmalaya Nomor 5 1 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atlis Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 20 11 tentang Pembentukan 
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Ka bupaten 
Tasikmalaya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hu ruf a, perlu menetapkan Perij,turan Bu pati tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 
51 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tasikmalaya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), 
sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kfl,bupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia 'rahun 1968 Nomor 31 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahr n 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, 
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355; 

4 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20 15 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 
5679); 

7. Pera tu ran Presiden Nomor 54 Tahun 201 0 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4) ; 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 



Menetapkan 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susu:nan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7); 

11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 51), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2014 Nomor 44) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2011 
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA 
ELEKTRONIK KABUPATEN TASIKMALAYA. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Ta sikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 
ten tang Pem bentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 51), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya 44 Tah un 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 44), 
diubah seh ingga berbu nyi sebagai berikut: 

Pasal3 

(1) LPSE Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di Dinas Komunikasi dan 
Informasi Kabupaten Tasikmalaya. 

(2) LPSE dipimpin oleh seorang Kepala. 

(3) Kepala LPSE Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah atas Penyelenggaraan LPSE. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 

UU RUZHANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 

L 


